SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 24 /HK.03.1-Kpt/ 1906 /KPU-Kab/XII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan  Berbasis
Elektronik Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan
Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE di KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota,
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta
pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung
Timur, perlu penyelenggaraan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Belitung Timur;

bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan
pelayanan publik di bidang pemilihan umum kepada
masyarakat luas khususnya masyarakat yang ada di
Kabupaten Belitung Timur, serta mengembangkan
pelayanan publik berbasis elektronik di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;

d. bahwa . . .
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Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

5. Peraturan . . .



Memperhatikan:

Menetapkan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Belitung  Timur Nomor : 19/TIK-BA/1906 /KPU-
Kab/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021,

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR.

KESATU : . ..
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Belitung Timur dengan susunan
keanggotaan terdiri atas:
a. tim pengarah
1. ketua : Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur;
2. wakil ketua : ketua divisi yang menangani tugas dan

fungsi di bidang data dan informasi;

dan
3. anggota : anggota KPU Kabupaten Belitung
Timur;
b. tim pelaksana
1. ketua : Sekretaris KPU Kabupaten Belitung
Timur;
2.sekretaris : pejabat eselon IV atau pejabat

fungsional ahli muda yang menangani
tugas di bidang data dan informasi; dan
3. anggota : pejabat eselon IV atau Pejabat
fungsional ahli muda di sekretariat KPU
Kabupaten Belitung Timur.
Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU huruf a mempunyai tugas memberikan arahan
terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE).
Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU huruf b bertugas melaporkan dan
mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) di KPU Kabupaten Belitung
Timur.
Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KETIGA, dikelola oleh pejabat eselon IV atau pejabat
fungsional ahli muda pada sekretariat KPU Kabupaten
Belitung Timur yang menangani bidang data dan informasi.
Dalam melaksanakan penyelenggaraan SPBE sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, pejabat eselon IV atau
pejabat fungsional ahli muda yang menangani data dan
informasi mempunyai tugas memberikan dukungan
ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan,

dan. ..



KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN
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dan administrasi pelaksanaan SPBE di KPU Kabupaten
Belitung Timur.

Dalam menyelenggarakan SPBE sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, KPU
Kabupaten Belitung Timur dibantu oleh kelompok Jabatan
Fungsional Pranata Komputer dan dapat bekerja sama
dengan instansi pemerintah, penyedia barang/jasa,
masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Belitung Timur
Bagian Anggaran 076.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar

pada tanggal 24 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

——Sekretaris,




